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Dasar Hukum Pembentukan 
Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”



Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C 

ayat (1) 

dan ayat (2)

UU No. 24 

Tahun 2003 
tentang 

Mahkamah Konstitusi 

Sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 8 Tahun 

2011(Pasal 10 ayat (1) dan 

ayat (2), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan 

UU 7 Tahun 2020

UU No. 48 

Tahun 2009 
tentang 

Kekuasaan 

Kehakiman 

Pasal 29 ayat (1) 

dan ayat (2)



Berdasarkan ketentuan tersebut
Mahkamah Konstitusi
memiliki Lima Kewenangan
Sebagai Salah Satu Pemegang
Kekuasaan Kehakiman



Kewenangan Mahkamah Konstitusi (1)

1

2

Menguji UU 

terhadap UUD

Memutus Sengketa 

Kewenangan 

Konstitusional 

Lembaga Negara

Memutus 

Pembubaran 

Partai Politik

Memutus 

Perselisihan 

Hasil Pemilu

3

4



Presiden dan atau Wapres telah melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

Presiden dan/atau Wapres tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

Wapres berdasarkan UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (2)

5. Mahkamah Konstitusi 

wajib memberikan 

putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan 

Rakyat mengenai 

dugaan Pelanggaran 

oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut 

UUD.



1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya,

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun

2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat

ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di

Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah

perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan

inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004

(Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).

2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan

Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu

menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya

sama dengan UU

Dalam Perkembangan



pengujian terhadap proses 

pembentukan undang-

undang atau Perppu yang 

tidak memenuhi ketentuan

pembentukan undang-

undang atau Perppu

sebagaimana dimaksud

dalam UUD 1945

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 

Tahun 2021)

Pengujian Formil

Pengujian yang berkenaan 

dengan materi muatan dalam 

ayat, pasal, dan/atau bagian 

dari undang-undang atau 

Perppu yang dianggap 

bertentangan dengan UUD 

1945

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 

Tahun 2021)

Pengujian Materiil 

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang 
(judicial review)

a. Pengujian Formil 

dan/atau 

b. Pengujian Materiil



Pemohon
• Perorangan warga negara

• Kesatuan masyarakat hukum adat

• Badan hukum publik atau privat

• Lembaga Negara

• (vide Pasal 51 UU MK)

Objek
• Formil : Proses pembentukan UU 

• Materiil : materi muatan ayat, pasal 

dan/atau bagian dari UU

Pemohon dan Objek Pengujian 
dalam Perkara Pengujian UU:

01
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Pemberian Kuasa dalam Beracara di MK

Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum.

Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau

kuasanya;

Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat;

Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat

didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus

untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi di dalam persidangan.



Sistematika Format Permohonan 
dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;

2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar
permohonan yang meliputi:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b. Kedudukan hukum Pemohon (legal standing);

c. Alasan-alasan permohonan pengujian (posita).

d. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum)



Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional



Dalam pengujian UU dikenal dengan Permohonan 
bukan Gugatan
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Tata cara pengajuan permohonan 
di MK

1. Permohonan secara langsung

• Pemohon datang langsung ke MK dengan membawa

permohonan secara tertulis dalam berbahasa Indonesia;

• Permohonan ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa hukum

sebanyak 12 rangkap

• Permohonan harus disertai alat Bukti

• Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat

berkonsultasi langsung mengenai tata cara mengajukan

permohonan ke Kepaniteraan MK.



Tata cara pengajuan permohonan 
di MK

2. Permohonan Online

• Permohonan pengujian undang-undang dapat juga dilakukan

secara online ( acces to juctice bagi pencari keadilan);

• Syarat pengajuan permohonan secara online kelengkapannya

sama dengan permohonan secara offline

Catatan :

Di samping permohonan dapat diajukan secara online, para pihak juga

dapat melakukan sidang Jarak Jauh dengan menggunakan Video

Conference yang telah difasilitasi oleh MK dengan bekerjasama

dengan kampus-kampus di daerah yang sudah ditunjuk oleh MK.



Teknis pengajuan Permohonan Online





Pemeriksaan Sidang Pendahuluan 
(vide Pasal 39 UU MK) 

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan 

dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam 

sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat 

belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelangkapan.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka  undang-undang 

mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon 

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.



Sidang Perbaikan Permohonan

 Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah

melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah

menyelanggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan

permohonan.

 Terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau

perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu

yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan

mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang

pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat,artinya jika Pemohon

tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka

pemohon dapat mengesampingkannya.

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

____



Pemeriksaan Persidangan 
(vide Pasal 40, 41 UU MK)

 Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum,

kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.

 Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan

agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti

dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR,

atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi,

keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain

yang dipandang perlu bagi Mahkamah.

 Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus

dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan)

orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7

(tujuh) orang hakim konstitusi.



Pembuktian

Alat Bukti dapat berupa:
a. Surat atau tulisan

b. Keterangan para pihak

c. Keterangan ahli

d. Keterangan saksi

e. Keterangan pihak lain

f. Alat bukti lain; dan/atau

g. petunjuk



Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

 RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya

bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, 

Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di 

sumpah untuk membantu terlakasananya RPH.

 RPH membahas perkembangan perkara, 

menjatuhkan putusan ataupun ketetapan.



Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

 Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final.

 Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan

(bukan dibacakan) dalam sidang pleno terbuka

untuk umum.



Permohonan 

Pemohon tidak dapat 

diterima (NO)

Permohonan dikabulkan untuk 

seluruhnya atau Sebagian

Permohonan ditolak 

untuk seluruhnya. 

Permohonan dikabulkan 

secara bersyarat, termasuk 

menunda keberlakuan 

putusan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi



PUTUSAN

Pasal 73 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021: 

• Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan

amar selain yang telah ditentukan. 

 Putusan konstitusional bersyarat 

(conditionally un/constitutional)

 Putusan Sela (Provisi) dan Putusan Akhir

 Pendapat Berbeda (dissenting opinion) 

dan Alasan Berbeda (concurring opinion)

 Putusan “Ultra Petita”




